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ABSTRACT

Various disputes and conflicts of interest that arise in the life society,
making the legal certainty of land rights is important for actors who need the land.
Issues of land rights certificate replacement for lost, become the one of the
triggers for potential conflicts of land ownership that led to the growing
importance of legal certainty for the land rights. Law No. 5 year 1960 on Basic
Regulation Agrarian, Government Regulation No. 24 year 1997 on Land
Registration and Regulation of the Minister of Agrarian No. 3 year 1997 on the
Implementing Provisions of Government Regulation No. 24 year 1997 become
the legal basis for the government to provide legal certainty of land rights in
Indonesia. The purpose of this research, first, to investigate legal certainty of
evidence of land right title for application of issuance of land rights certificate
replacement for lost No. 524 and No. 535 Village Ahusen Ambon City. The
second purpose is to determine the legal implications of criminal law and civil
law against the issuance of land rights certificate replacement for lost that proved
there are defects in evidence of land right title application.

The method used in this research is the normative legal research methods
with law approach and analytical approach. With this research method, the
primary and secondary legal materials serve as the initial basis for further analysis
associated with phenomena that occur in the case of of land rights certificate
replacement for lost No. 524 and No. 535 Village Ahusen Ambon City.

The results showed that: First, formal juridical aspects of legal certainty
in the application for issuance of land rights certificate replacement for lost
No. 524 and No. 535 Village Ahusen Ambon City can not be realized properly.
This is because the provisions of land rights certificate replacement for lost are not
fulfilled yet, in particular the provisions of clause 57 subsection (2) and (4), clause
59 subsection (1) of Government Regulation No. 24 year 1997 on Land
Registration. Second, the legal implications of issuance of land rights certificate
replacement for lost which proves administrative defective in evidence of land
right title application, from the criminal law that the defendant is free from
criminal charges, that do not have any legal obligation to the criminal
complainant. On the other hand, the criminal complainant does not have the right
to claim back the same case with the same defendant to the judiciary. While the
implications of civil law, that land rights certificate replacement for lost No. 524
and No. 535 Village Ahusen Ambon City has no legal power. For land rights-
holders, he still must have remain finishing receivable with Cimb Niaga Bank
although land right certificate replacement for lost as assurance can be declared
not have the force of law.

Key word: land rights certificate replacement, legal certainty, legal implications
from the criminal law and civil law.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Konflik kepentingan masyarakat di atas bidang tanah
mengindikasikan ketidakpastian hubungan penguasa#ara manusia
dengan tanah, sedangkan kepastian itu merupakamamhglmendasar untuk
mengembangkan kehidupan dan penghidupahi®ghubungan dengan hal
tersebut, maka adanya jaminan kepastian hukum dpaskan hak atas
kepemilikan tanah menjadi semakin penting dirasakeh berbagai pihak
yang berkepentingan terhadap tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratirasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 19 mtakan bahwa,
untuk  menciptakan  kepastian  hukum  pertanahan  petabri
menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tanah vyandy tdidaftarkan
selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanahgymerupakan alat bukti
yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Tanda bukki &tas tanah ini
disebut sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hi@s d&anah sebagai hasil
proses pendaftaran tanah berisi data fisik danydatdis bidang tanah yang
bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai jankeaastian hukum

jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek hakiatak. Menurut Maria

! Muctar Wahid Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas TanBepublika, Cetakan Pertama
2008, Jakarta, him. 3.



Soemarjond, kepemilikan sertipikat mempunyai nilai lebih bagimegang
hak atas tanah. Sebab dibandingkan dengan alat tarilis lainnya,
sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuainyat harus dianggap
benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilamgde alat bukti yang
lain. Pendapat ini sesuai dengan ketentuan Pasalya® (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffaaaah bahwa:
“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yarmtpke sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan dasadig yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan gatalis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur danthnah hak
yang bersangkutan.”
Ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah N@hdrahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, mencermisistem publikasi
dalam pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesiaganut stelsel negatif
bertendensi positif. Sistem publikasi ini padanpd menyatakan semua
keterangan yang tercantum di buku tanah dan datigierlaku sebagai
tanda bukti hak yang kuat, sampai dapat dibuktikgaatu keadaan yang
sebaliknya (tidak benar). Selanjutnya dalam Pagalagat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaaah ditentukan
bahwa diberikan jangka waktu 5 tahun untuk pengekedberatan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat térsebara tertulis kepada

pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahag arsangkutan atau

pengajuan gugatan ke Pengadilan. Sesuai penjeRasal 32 Peraturan

? Maria S.W. Sumardjon®001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implemsinta
Kompas, Jakarta, him. 163.



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffeaaah, pengaturan
jangka waktu ini merujuk pada lembagechtsverwerkingdi dalam hukum
adat sebagai dasar hukum tanah nasional di IndonBsidalam hukum
adat, jika seseorang selama sekian waktu membiatkaahnya tidak
dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang k|@ng memperolehnya
dengan itikat baik, maka hilanglah haknya untuk amémt kembali tanah
tersebut.

Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah ataun&etre data
fisik dan data yuridis bidang tanah dalam sertipikangat tergantung pada
alat bukti penguasaan tanah yang digunakan sebagar bagi pendaftaran
tanah. Alat bukti pendaftaran tanah yang dimaksialaté alat bukti hak
baru dan alat bukti hak lama sebagaimana disebutledam Pasal 23
(pembuktian hak baru) dan Pasal 24 (pembuktian laaia) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftdi@mah, yang
merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 19 UUPA.

Beberapa permasalahan sering muncul terhadap ikarthpk atas
tanah, seperti sertipikat rusak, masih menggunditanko lama maupun
hilang. Hal ini telah diatur ketentuan hukumnya adal Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafttaaah khususnya
Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 jo. Peraturan Wégearia/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 w@nketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 199@nterRendaftaran



Tanah Pasal 137 sampai dengan Pasal 139 mengerabpan sertipikat
pengganti.

Permohonan penerbitan sertipikat pengganti kardaaghmenjadi
lebih rawan memicu potensi konflik dibandingkan gm permohonan
sertipikat pengganti karena rusak. Hal ini mendirggingnya terjadinya
kasus penipuan terutama dalam peralihan hak atak.tRenjual yang tidak
beritikad baik membuat keterangan palsu mengefaidnya sertipikat hak
atas tanah. Sementara pembeli beritikad baik umierkbeli sebidang tanah,
tanpa mengetahui penipuan yang dilakukan penjaallaiasanya.

Maluku adalah salah satu Provinsi di Indonesia dagimur yang
sedang berkembang seiring dengan adanya kebijakamoroi daerah.
Daerah Maluku khususnya Kota Ambon sebagai ibukodainsi tentunya
menjadi pusat perkembangan ekonomi utama di provinsSejalan dengan
konsep Kota Ambon sebagai daerah perkembaWgater Front Citymaka
kegiatan ekonomi berbasis kota pelabuhan menjadhapan utama
Pemerintah Kota Ambon. Berbagai peningkatan kelamubkan tanah
secara nyata telah memunculkan berbagai bentukgsatahan tanah yang
cukup kompleks di Kota Ambon. Tanah atau lahargyardah bersertifikat
menimbulkan masalah tersendiri, klaim hak miliksasgbidang tanah atau
lahan oleh dua belah pihak yang sama-sama mensilikat tanda bukti
kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) kerap derj@an tidak jarang

menyulut konflik horisontal.



Berkaitan dengan penerbitan sertipikat pengganteria hilang,
di Kota Ambon tepatnya di Kelurahan Ahusen telaljatk sengketa
kepemilikan tanah antara orang perorangan. Sendiegamilikan tanah
tersebut terkait dengan adanya penerbitan sertippengganti atas
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 524 dan Sertipikatakd Milik (SHM)
No. 535 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurah@musen Kota
Ambon.

Kronologi sengketa kepemilikan ini berawal dari pefmanan SHM
No. 524 dan No. 535 oleh Sdr. Nick Tanimea ke Bsliakadiri. Selanjutnya
untuk melunasi hutang bank, Sdr. Nick Tanimea meikdre kuasa menjual
atas SHM No. 524 dan SHM No. 535, kepada Max Mild&umoei
berdasarkan akta notaris No. 32 tanggal 26 Mei 200dmun tanpa
sepengetahuan Sdr. Nick Tanimea, Sdr. Max Milaamd&i memberikan
kuasa menjual (substitusi) atas tanah SHM No. 524 8HM No. 535
tersebut kepada Sdr. Telly Nio.

Sdr. Telly Nio kemudian mengajukan permohonan Retaer
sertipikat pengganti karena hilang ke Kantor Patan Kota Ambon.
Permohonan ini berdasarkan keterangan dari Sdr. M@&an Rumoei
bahwa SHM atas kedua bidang tanah tersebut hifelgnjutnya oleh Sdr.
Telly Nio berdasarkan Akta Jual Beli No. 117/2084ggal 7 Juni 2004 dan
Akta Jual Beli No. 118/2004 tanggal 7 Juni 200AataSHM No. 524 dan

SHM No. 535 atas nama Sdr. Nick Tanimena terseljudldkepada Theis



Tuhuteru. Setelah itu kedua SHM tersebut dibalimaatas nama Theis
Tuhuteru.

Kedua SHM tersebut dijaminkan ke Bank Lippo.Tbkhol€heis
Tuhuteru pada tahun 2005. Pada tahun 2008, tersgatipikat atas nama
Sdr. Theis Tuhuteru tersebut digugat oleh Sdr. Niekimena dengan
alasan kuasa penjualan tanahnya telah disalahgumddia penerima kuasa.
Kasus ini telah diperkarakan sampai tingkat PeonamaKembali pada
Mahkamah Agung. Dalam putusan terakhir ini (Putug@eninjauan
Kembali Mahkamah Agung No. 544/PK/PDT/2010) memeghkan Nick
Tanimena sebagai pemilik yang berhak atas tanah SldVb24 dan SHM
No. 535.

Sampai saat ini, eksekusi atas tanah yang bersamgkiidak
terlaksana sesuai putusan pengadilan yang teldekweatan hukum tetap
tersebut. Hal ini terjadi karena Ketua Pengadilargé@ti Ambon
berdasarkan Penetapan No. 01/Eks/2012/PN.AB tanpgafjustus 2012
yang intinya menetapkan, menolak permohonan eks&kuk Tanimena,
menyatakan permohonan eksekusi atas nama Nick €aainterhadap
putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak dapat dilaksanakarena
Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek perkara aeg dijaminkan

di Bank Lippo. Tbk (sekarang Bank CIMB Niaga).

% Siwalima, Rabu 5 September 20k2tua PN: Eksekusi tak Dilakukan Lantaran Sertifikda di
Bank, (http://www.siwalimanews.com/post/ketua pn eksekaisidilakukan lantaran sertifikat ada
di bank di download tanggal 7 November 2012.




Kronologi sengketa kepemilikan ini dapat digambarksebagai

berikut;

Gambar 1. Kronologi sengketa kepemilikan tanah
atas SHM No. 524 dan No. 535 di Kel. Ahusen Kotab&n

SHM a.n Nick Tanimea

\L l \I’ Gugatan Perdata Putusan Perdata
: oleh Nick Tanimea Mahkamah Agung
Pembebanan Surat Kuasa Menjual
HTatas SHM Dari Nick Tanimea
Ke Bank “A" Ke Max Milaan Rumoei \
Permohonan
Gugatan Pidana oleh Peninjauan Kembali
“Kuasa Substitusi Menjual” Theis Tuhuteru oleh
Dari Max Milaan Rumoei ke Telly Nio terhadap Max Milaan Theis Tuhuteru
Rumoei ry
\
Permohonan “Penerbitan Sertipikat v | \
Pengganti karenaHilang” oleh Telly Nio - .
66 J Y Putusan Pidana Eksekusi
, Mahmakah Agung
JualBeli tanah SHM antaraTelly Nio dan \
Theis Tuhuteru (AJB) Putusan Non Eksekutabel
\ herdasarkan Surat Keputusan
_ Kepala Pengadilan Negeri Ambon
Permohonan Balik Nama SHM Pembebanan HT atas SHM
=3 Pengganti KeBank “B" oleh

oleh Theis Tuhuteru

Theis Tuhuteru

Berdasarkan uraian kronologi sengketa kepemilikamah terkait
bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 524 déo. 535 Kelurahan
Ahusen Kota Ambon, penting kiranya dikaji lebih jlanmengenai kasus
sengketa tersebut khususnya dalam kaitannya dgreyaerbitan sertipikat
pengganti karena hilang. Hal ini mengingat kedudusertipikat pengganti
yang sama dengan sertipikat hak atas tanah, yeltagai alat bukti yang

kuat dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.



Sehubungan dengan uraian sengketa kepemilikan thnéurahan
Ahusen Kota Ambon sebelumnya, penulis menganglsatkgersebut dalam
penelitian dengan judul: “Sengketa kepemilikan karetas penerbitan
sertipikat pengganti (studi kasus sertipikat HakikviiNo. 524 dan No. 535
di Kelurahan Ahusen Kota Ambon).”

B. Permasalahan
1. Identifikasi masalah

Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil prosesafiterah tanah
merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya haliasggap benar
sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dendahhkaikti yang lain.
Kekuatan sertipikat hak atas tanah ini juga berkdma dengan sertipikat
pengganti hak atas tanah yang diterbitkan seswsedur yang berlaku
di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2mda997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri NegarariAtfapala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentgagntuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Penadaffanah.

Namun demikian, sebagai instansi pelaksana keg@gadaftaran
tanah yang menganut sistem publikasi stelsel Helgatiendensi positif,
Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak mempunyaiekangan uiji
materiil terhadap bukti permohonan penerbitan @&et. Kondisi ini
akhirnya berujung pada banyaknya terjadi sengkefzerkilikan tanah
yang kemudian menjadi gugatan pada lembaga peanadtiermasalahan

tersebut kemudian menjadi semakin kompleks jikapskat, dalam kasus



ini adalah penerbitan sertipikat pengganti yanarig| ternyata telah
dibebankan dengan suatu hak tanggungan. Kepastikmmhhak atas
tanah menjadi semakin penting bagi pihak kreditaupun debitur hak
tanggungan.
2. Perumusan masalah
Dari hasil identifikasi masalah di atas, maka dajiarik beberapa
rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana aspek kepastian hukum dari alas hak dagamohonan
penerbitan sertipikat pengganti karena hilang tapasertipikat Hak
Milik No. 524 dan No. 535 Kelurahan Ahusen Kota AonB

b. Bagaimana implikasi yuridis dari penerbitan sek@pi pengganti
karena hilang Hak Milik No. 524 dan No. 535 KelumahAhusen
Kota Ambon, yang terbukti terdapat cacat hukum rdaklas hak
permohonannya?

3. Pembatasan masalah

Penelitian diharapkan dapat mencapai sasaran tgggtoptimal, namun

mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti halkan penelitian

ini ditentukan pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Aspek kepastian hukum dari alas hak yang dimakdathh kepastian
hukum secara yuridis formil dari alas hak yang raern kepastian
subyek dan obyek hak atas tanah serta penerapam dukum yang
benar sehingga substansi hukum terpenuhi. Menuuahkdr Wabhid,

kepastian hukum secara yuridis formil ini diistkan dengan



kepastian hukum relatff. Hal ini mengacu pada prosedur dan
mekanisme penerbitan sertipikat pengganti karelaadni
b. Implikasi yuridis yang dimaksud adalah dampak yaiitgnbulkan
menurut hukum. Dalam penelitian ini adalah dampakunut hukum
perdata dan pidana.
C. Tujuan dan kegunaan pendlitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui aspek kepastian hukum dari al&s dadam
permohonan atas penerbitan sertipikat penggangnkahilang
atas sertipikat Hak Milik No. 524 dan No. 535 Kealoan Ahusen
Kota Ambon.
b. Untuk mengetahui implikasi yuridis penerbitan ggk&t pengganti
karena hilang Hak Milik No. 524 dan No. 535 KelumahAhusen
Kota Ambon yang terbukti terdapat cacat hukum daddas hak
permohonannya.
2. Kegunaan penelitian
a. Untuk memberikan informasi mengenai kasus sengketa
kepemilikan tanah dalam kaitannya dengan penerlsitatipikat
pengganti karena hilang.
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemériRasat

dan Daerah serta BPN terkait upaya penyelesaiagkstn

* Muctar Wahid, op. cit., him. 117-136 dan him. 168.
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pertanahan khususnya sengketa kepemilikan tanalbataki

penerbitan sertipikat pengganti yang hilang.

11



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Aspek yuridis formil kepastian hukum alas hak dalpemmohonan
penerbitan sertipikat pengganti karena hilang séaspikat hak milik

No. 524 dan No. 535 Kelurahan Ahusen Kota Ambomurnetapat

terwujud dengan baik. Hal ini disebabkan karena &adherapa

prosedur pelayanan penerbitan sertipikat penggargna hilang yang

tidak dijalankan sesuai ketentuan dalam PeratuesmeFntah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PeratuearieM Negara

Agraria/lKepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketamtu

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 18&%&ang

Pendaftaran Tanah yaitu:

a. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah 28 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pihak yambalbe
mengajukan permohonan sertipikat pengganti kargaaghadalah
pemegang hak sesuai sertipikat hak atas tanahhyamg. Dalam
kasus ini permohonan diajukan oleh penerima kualsstisusi dari
transaksi jual beli tanah sertipikat hak milik N4 dan No. 535
Kelurahan Ahusen Kota Ambon.

b. Ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah 28 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa penggardidipilsat
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dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang
bersangkutan. Dalam kasus sertipikat hak milik 1884 dan
No. 535 Kelurahan Ahusen Kota Ambon, pencatatarenigian
sertipikat pengganti karena hilang pada halamar2 Kkedua)
buku tanah sudah dilakukan. Namun pencatatan pat&ei3
(ketiga) buku tanah dan sertipikat pengganti kardmiang
mengenai pembebanan hak tanggungan yang masih anelek
terhadap hak milik atas tanah sertipikat No. 524 8. 535

Kelurahan Ahusen tidak dilakukan.

c. Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan PeaerifNo. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal il8 B dan
(2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadartaRahan
Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pehalesa
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangafeanan
Tanah, bahwa permohonan penggantian sertipikat yalamg

harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari lyargangkutan
di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejahgtditunjuk.

Pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah pemegak
atas tanah sebelum sertipikat hilang, namun dalasnsini yang
bersumpah adalah penerima kuasa substitusi datareaksi jual
beli tanah sertipikat Hak Milik No. 524 dan No. 5B®lurahan

Ahusen Kota Ambon.
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2. Implikasi yuridis dari penerbitan sertipikat pengganti karénang
yang terbukti cacat hukum administrasi dalam alask h
permohonannya adalah sebagai berikut:

a. Hukum pidana
Pihak Terdakwa, Sdr Max Millian Rumoei, sudah tedse dari
tuntutan pidana sehingga tidak mempunyai kewajibaRkum
apapun terhadap pihak pelapor perkara pidana aituTelly Nio
dan Sdr. Theis Tuhuteru. Di sisi lain, pihak pelaperkara tidak
mempunyai hak untuk menuntut kembali kasus yangas#ngan
terdakwa yang sama ke lembaga peradilan.

b. Hukum perdata
Implikasinya adalah sertipikat pengganti karenarigl atas SHM
No. 524 dan SHM No. 535 Kelurahan Ahusen Kota Amtidak
mempunyai kekuatan hukum. Hal ini akan berdampahkatiap
pihak pemegang hak sesuai sertipikat yang cacaturhuk
administrasi (Theis Tuhuteru) dan pihak Bank Ciméagd sebagai
kreditur. Bagi pihak pemegang hak, harus tetap miesgikan
piutangnya dengan pihak Bank Cimb Niaga walauputipgeat

jaminan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatgquim.
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B. SARAN

1. Aparat BPN diharapkan untuk selalu menjaga kecenmatan
ketelitian dalam menjalankan semua prosedur pelgyemanahan
terkait penerbitan sertipikat pengganti karenangilaHal ini sangat
penting guna terwujudnya jaminan kepastian hukuin dtas tanah
terutama dari aspek yuridis formil.

2. Peran aktif BPN sangat diharapkan dalam kegiatapebera di
pengadilan terkait kasus-kasus pertanahan. Hatemitama dalam
aspek pembuktian berupa warkah permohonan haktatas. Oleh
karena itu pengelolaan warkah yang baik sangatridksn guna
kelancaran penanganan kasus-kasus sengketa, kalaffikperkara

pertanahan.
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